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RINGKASAN EKSEKUTIF

Selama bulan Juni 2026, Badan Pengarah Papua (BPP) Provinsi Papua melalui Anggota Badan dan
Kelompok Kerja (Pokja) telah melaksanakan berbagai kegiatan strategis dalam rangka pelaksanaan
fungsi Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi (SHEK) guna mendukung percepatan
pelaksanaan Otonomi Khusus Papua. Kegiatan yang dilaksanakan mencakup penguatan ketahanan
pangan, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, pemberdayaan ekonomi Orang Asli Papua,
penyelesaian permasalahan pertanahan, serta penguatan koordinasi lintas sektor dengan
kementerian/lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan masyarakat adat.

Pelaksanaan kegiatan selama bulan Juni 2026 berjalan dengan baik dan menghasilkan berbagai
rekomendasi strategis yang memerlukan tindak lanjut secara berkelanjutan. BPP terus mengawal
pelaksanaan program prioritas melalui peran sebagai fasilitator, koordinator, dan penghubung antar
pemangku kepentingan guna mendukung percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan
masyarakat Papua.

ALBERTH YOKU, S.Ag
Anggota BPP RI Provinsi Papua
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Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua
BP30KP Provinsi Papua

1. Kegiatan Strategis
Anggota Badan dan Kelompok Kerja (Pokja) Badan Pengarah Papua (BPP) / Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua
(BP3OKP) telah melaksanakan kegiatan strategis sebagai berikut:
Anggota BPP/BP3OKP Provinsi Papua
No Kegiatan Strategis Tanggal Tujuan Hasil Dokumentasi
1. Koordinasi  Penguatan 2 Juni 2026 Mendukung  penguatan | BP3OKP Provinsi Papua
Ketahanan Pangan ketahanan pangan di | melaksanakan kunjungan lapangan
melalui Pengembangan Tanah Papua melalui | dan dialog bersama petani serta
Persawahan di Distrik optimalisasi pemanfaatan | tokoh adat dalam rangka pemetaan
Arso, Kabupaten lahan adat menjadi | potensi dan persiapan pemanfaatan
Keerom. kawasan persawahan | lahan adat seluas 250 hektar untuk
produktif di Distrik Arso, | pengembangan kawasan
Kabupaten Keerom, | persawahan produktif. Kegiatan ini
peningkatan kapasitas | menghasilkan dukungan dan

petani, serta penguatan
sinergi antara pemerintah,
lembaga adat, dan
masyarakat dalam rangka
mewujudkan kemandirian

pangan yang
berkelanjutan di Tanah
Papua.

komitmen awal dari para pemangku
kepentingan untuk meningkatkan
luas tanam dan produksi pangan
lokal, memperkuat pembinaan dan
pendampingan petani secara
berkelanjutan, serta
mengembangkan sentra produksi

beras lokal guna mengurangi
ketergantungan pasokan pangan
dari luar Papua. Selain itu,
pengembangan kawasan
persawahan tersebut diharapkan
dapat meningkatkan kapasitas,
produktivitas, dan kemandirian

ekonomi Orang Asli Papua dalam
sektor pertanian.
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Rapat Koordinasi 3 Juni 2026 1. Menindaklanjuti 1. Disetujui untuk diproses di
Penempatan Peserta permohonan audiensi Tingkat kemenkes
Internship Dokter dokter internship 2. Akan diberikan informasi terkait
Wilayah Papua (zoom). 2. Tindaklanjut perkembangan nya
rekomendasi 3. Koordinasikan dengan UNIPA
penempatan  ulang dan UNCEN terkait Data Dokter
dokter internship Internship  Periode  Agustus
periode mei 2026 ke 2026
Periode Agustus
2026
Koordinasi Status dan 3 Juni 2026 Mendukung BP30OKP Provinsi Papua
Legalitas Lahan pengembangan kawasan | melaksanakan koordinasi dan
Pengembangan persawahan seluas 250 | konsultasi dengan Badan

Kawasan Persawahan
250 Hektare di Distrik
Arso.

hektar di Distrik Arso,

Kabupaten Keerom,
melalui koordinasi
dengan Badan
Pertanahan Nasional

(BPN) guna memperoleh
kepastian status dan
legalitas lahan, serta
memastikan

pemanfaatan lahan adat

dapat dilaksanakan
sesuai ketentuan
peraturan perundang-

undangan dan hak-hak
masyarakat adat.

Pertanahan Nasional (BPN) terkait
status hukum dan legalitas lahan
yang direncanakan untuk
pengembangan kawasan
persawahan seluas 250 hektar.
Dalam pertemuan tersebut dibahas
mekanisme verifikasi dan pemetaan
lahan, identifikasi status hak atas
tanah, serta langkah-langkah yang
perlu dilakukan untuk
mengantisipasi potensi sengketa
atau tumpang tindih hak atas tanah.
Selain itu, diperoleh masukan
mengenai pentingnya keterlibatan
masyarakat pemilik hak ulayat
dalam setiap tahapan
pengembangan kawasan pertanian
guna menjamin kepastian hukum
dan keberlanjutan program.
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Koordinasi Penyelesaian 9s.d. 13 Juni Melaksanakan koordinasi | Diperoleh informasi  mengenai
Sengketa Tanah Ulayat 2026 dan verifikasi lapangan | perbedaan  klaim  kepemilikan
pada Kawasan Bandara terhadap permasalahan | tanah, mekanisme pelepasan hak,
Stevanus Rumbewas tanah ulayat pada | dan pembayaran ganti rugi. Hasil
dan PT Pertamina kawasan Bandara | koordinasi dengan masyarakat
Yapen. Stevanus Rumbewas dan | adat, Pemerintah Kabupaten
PT Pertamina (Persero) | Kepulauan  Yapen, ATR/BPN,
Depot  Yapen, serta | Polres, dan PT  Pertamina
menghimpun aspirasi | menunjukkan perlunya verifikasi
masyarakat adat dan | dokumen pertanahan serta
para pihak terkait sebagai | penyelesaian melalui mekanisme
dasar penyelesaian | mediasi terpadu.
sengketa.
Rapat Penyusunan 12 Juni 2026 Menyusun masukan dan | Dihimpun masukan dari
Rancangan Instruksi sinkronisasi kebijakan | kementerian/lembaga dan
Presiden tentang dalam rangka | pemangku kepentingan sebagai
Percepatan Eliminasi mendukung percepatan | bahan penyempurnaan Rancangan
Malaria. eliminasi  malaria  di | Instruksi Presiden tentang
wilayah Papua. Percepatan Eliminasi Malaria.
Rapat Koordinasi 12 Juni 2026 Rencana Investasi | Memaparkan Rencana Investasi
Pengembangan Percepatan  Repalnting | Program Sawit Rakyat di

Koperasi Orang Asli
Papua bersama Bank
Papua.

Sawit di  Kabupaten
Keerom

Kabupaten Keerom, dalam rangka
dukungan kerjasama dan
menggandeng Bank Papua sebagai
Bank Penyalur Dana PSR di
Provinsi Papua
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Rapat Koordinasi
bersama Balai
Kementerian Sosial
mengenai Program

Prioritas Tahun 2026.

12 Juni 2026

Melakukan koordinasi
dan sinkronisasi
pelaksanaan program
prioritas Kementerian

Sosial di Provinsi Papua
serta mengidentifikasi
peluang dukungan BPP
dalam implementasinya.

Kepala Balai Kementerian Sosial
memaparkan program  prioritas
Tahun 2026, antara lain percepatan
pembangunan Sekolah Rakyat,
penanganan kedaruratan sosial,
rehabilitasi sosial, dan
pemberdayaan masyarakat. Dalam
kesempatan tersebut, Kepala Balai
juga meminta dukungan Badan
Pengarah Papua untuk
memfasilitasi penyelesaian
permasalahan lahan yang dihadapi
dalam pembangunan  Sekolah
Rakyat melalui koordinasi dengan
pemerintah daerah dan instansi
terkait.

Pembahasan Lanjutan
Permasalahan
Akademik  Mahasiswa
FK UNCEN.

15 Juni 2026

Memberikan Informasi
Lanjutan Koordinasi
dengan Pihak Rektorat
Uncen dan FK UNCEN

Masih menunggu Informasi
Lanjutan dari Pihak UNCEN

Rapat Tindak Lanjut
Penyelesaian Sengketa
Tanah Ulayat PT
Pertamina Depot Yapen.

18 Juni 2026

Menindaklanjuti hasil
kunjungan kerja Pokja
POLHUKAM BPP di
Kabupaten Kepulauan
Yapen melalui koordinasi
dengan PT Pertamina
(Persero) Regional
Papua Maluku guna
memperoleh  kejelasan
mengenai dasar hukum
penggunaan tanah ulayat
dan dokumen pertanahan

PT Pertamina Regional Papua
Maluku menjelaskan riwayat
penggunaan lahan, status Hak
Guna Bangunan (HGB) yang masih
berlaku hingga tahun 2044, serta
menyatakan kesiapan membuka
dokumen historis  penggunaan
tanah sebagai bahan Kklarifikasi.
Pertemuan juga mengidentifikasi
perlunya verifikasi lanjutan
terhadap dokumen pelepasan hak
dan administrasi pertanahan.
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pada lokasi PT Pertamina
Depot Yapen.

10 Audiensi dan Koordinasi 18 Juni 2026 Tujuan pertemuan ini | Hasil pertemuan ini ialah pihak BPP
Penyelesaian menemukan jalan tengah | akan menyurat kepada kementrian
Permasalahan dari permasalahan | terkait agar dapat memberikan
Akademik  Mahasiswa mahasiswa fakultas kebijakan khusus bagi mahasiswa
OAP  FK  UNCEN kedokteran  Angkatan | terdaftar yang terancam drop out.
Angkatan 2017-2018. 2017, 2018 & 2019 yang

terancam drop out.

11 Audiensi Penyampaian 19 Juni 2026 Menyampaikan Hasil | 1. Inputan Mahasiswa terkait
Hasil Pembahasan Pertemuan Pertama adanya Praktik Tidak berkenan
Permasalahan dengan Pihak UNCEN oleh pihak Dekanat dengan
Mahasiswa FK UNCEN. Proses Yudisium

Pihak UNCEN Tidak Hadir

12 Partisipasi pada 22 Juni 2026 Menghadiri kegiatan | Mengikuti penyampaian capaian
Apresiasi  Pemerintah Apresiasi Pemerintah | kinerja, praktik baik (best practices),
Daerah Berprestasi Daerah Berprestasi | dan inovasi pemerintah daerah di

Regional Papua Tahun
2026.

Regional Papua Tahun
2026 sebagai bentuk

dukungan terhadap
penguatan tata kelola
pemerintahan dan
peningkatan kinerja

pemerintah daerah di
Tanah Papua.

wilayah Papua sebagai bahan
pembelajaran serta penguatan
sinergi antarpemangku kepentingan
dalam mendukung percepatan
pembangunan daerah.
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13 Pengukuhan dan 22 Juni 2026 Mengikuti kegiatan | Kelompok Kerja Rekrutmen Tahun
Pembekalan Kelompok pengukuhan dan | 2026 resmi dikukuhkan dan
Kerja Rekrutmen Tahun pembekalan Kelompok | memperoleh pembekalan
2026. Kerja Rekrutmen Tahun | mengenai tugas, tanggung jawab,
2026 guna memperkuat | tata kelola, serta mekanisme
pemahaman terhadap | pelaksanaan rekrutmen  guna
tugas, fungsi, dan | mendukung proses seleksi yang
mekanisme pelaksanaan | transparan, objektif, dan akuntabel.
rekrutmen sesuai
ketentuan yang berlaku.
14 Forum Konsultasi Publik 23 Juni 2026 Menghimpun  masukan | Terhimpun berbagai masukan dan
Tahun 2026. masyarakat dan | aspirasi yang akan menjadi bahan
pemangku kepentingan | penyempurnaan perencanaan dan
sebagai bahan | pelaksanaan program
penyempurnaan pembangunan di Provinsi Papua.
kebijakan serta program
prioritas Tahun 2026.
15 Rapat Pembahasan 26 Juni 2026 Kita membahas Proposal | Ada beberapa pembiayaan yang
Proposal yang telah di kirimkan dan | perlu konfirmasi

Penyelenggaraan
Kongres Bahasa Daerah
Tahun 2026.

coba untuk memberikan
Reviu Kembali ke Balai
Bahasa Prov Papua
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16 Pertemuan dengan 23 Juni 2026 Tujuan pertemuan ini | Hasil pembahasan adalah
Pihak Bank BNI Wilayah adalah sebagai bentuk | tercapainya komitmen Kerjasama
Jayapura. Kerjasama dalam | antara pihak bank BNI dan juga

mensukseskan program | pihak BPP dalam mendukung
PSR terlaksananya program Peremajaan
Sawit Rakyat.

17 Rapat Koordinasi 29 Juni 2026 Pembahasan Reviu BPP | BPP menyiapkan Skema Panitia
Persiapan Kongres terkait Proposal dan | Daerah untuk mengerjakan
Bahasa Daerah Koordinasi dengan | Persiapan dan pelaksanaan
bersama Balai Bahasa PUSBANGLIN BADAN | Kongres Bahasa Daerah Ke | Se-
Provinsi Papua. BAHASA Indonesia

18 Rapat Dengar Pendapat 30 Juni 2026 Menjaring aspirasi dan | Pengusaha jasa konstruksi OAP

Pengusaha Jasa
Konstruksi Orang Asli
Papua Wilayah Adat Tabi
dan Saireri.

mengidentifikasi kendala
yang dihadapi pengusaha
jasa konstruksi Orang Asli
Papua (OAP), serta
memperkuat  koordinasi
dalam rangka
pemberdayaan dan
implementasi  kebijakan
afirmasi di sektor jasa
konstruksi.

menyampaikan berbagai kendala,
antara lain terbatasnya keterlibatan
dalam proyek pemerintah dan
BUMN, hambatan pemenuhan
persyaratan Sertifikat Badan Usaha
(SBU), serta minimnya akses
komunikasi dengan instansi
pelaksana pembangunan. BP3OKP
berkomitmen memfasilitasi
koordinasi dengan BPJN, BWS, dan
instansi terkait guna memperkuat
pelibatan pengusaha OAP dalam
pembangunan.
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Rapat Koordinasi
Persiapan Kongres
Bahasa Daerah

bersama Balai Bahasa
Provinsi Papua.

30 Juni 2026

BPP memaparkan
Susunan Panitia Daerah
agar segera di
tindaklanjuti
PUSBANGLIN
BAHASA

BADAN

Susunan telah dikirimkan
PUSBANGLIN BADAN BAHASA

ke
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Rekomendasi Kegiatan Anggota BPP/BP30OKP Provinsi Papua

No

Nama Kegiatan

Rekomendasi

Koordinasi Penguatan Ketahanan Pangan
melalui Pengembangan Persawahan di
Distrik Arso, Kabupaten Keerom.

Perlu dilakukan percepatan penyusunan dan
implementasi rencana pengembangan lahan
sawah seluas 250 hektar melalui sinergi antara
Kementerian Pertanian, Kementerian Pekerjaan
Umum, Pemerintah Provinsi Papua, Pemerintah
Kabupaten Keerom, Bappeda, Badan Pertanahan
Nasional, serta lembaga adat dan masyarakat
pemilik hak ulayat. Dukungan yang diperlukan
meliputi penyelesaian aspek legalitas lahan,
pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur irigasi
serta jalan usaha tani, penyediaan sarana dan
prasarana produksi pertanian, pendampingan dan
peningkatan kapasitas petani, serta penguatan
akses pemasaran hasil pertanian guna
mendukung terwujudnya kemandirian dan
ketahanan pangan Papua secara berkelanjutan.

Rapat Koordinasi Penempatan Peserta
Internship Dokter Wilayah Papua (zoom).

Memperkuat Koordinasi Lintas Sektor untuk
mempersiapkan wahana dan Dokter Internship

Koordinasi Status dan Legalitas Lahan
Pengembangan Kawasan Persawahan 250
Hektare di Distrik Arso.

Perlu dilakukan tindak lanjut berupa inventarisasi,
verifikasi, dan pemetaan status lahan oleh BPN
bersama Pemerintah Daerah, lembaga adat, dan
masyarakat pemilik hak ulayat guna memastikan
kepastian hukum atas lahan yang akan
dikembangkan.  Hasil verifikasi  tersebut
diharapkan menjadi dasar penyusunan rencana
pengembangan kawasan persawahan,
pembangunan infrastruktur pendukung, serta
pelaksanaan program ketahanan pangan yang
berkelanjutan di Kabupaten Keerom.

Koordinasi Penyelesaian Sengketa Tanah
Ulayat pada Kawasan Bandara Stevanus
Rumbewas dan PT Pertamina Yapen.

Memfasilitasi forum mediasi antara masyarakat
adat, Pemerintah Daerah, ATR/BPN, dan PT
Pertamina; mendorong verifikasi legalitas
dokumen pertanahan dan pelepasan hak; serta
mengawal penyelesaian ganti rugi sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rapat Penyusunan Rancangan Instruksi
Presiden tentang Percepatan Eliminasi
Malaria.

Perlu mendorong percepatan penetapan
Instruksi Presiden tentang Eliminasi Malaria
disertai penguatan sinergi lintas sektor dan
dukungan pendanaan di wilayah Papua.

Rapat Koordinasi Pengembangan Koperasi
Orang Asli Papua bersama Bank Papua.

Mendorong Bank Papua sebagai Bank
Pelaksana, bermitra dengan BPP Papua yang
mebawahi Koperasi OMP sebagai Koperasi
Pengusul Kegiatan PSR Sawit di Kab.
Keerom.

Menyampaikan Rancangan Investasi Sawit
terkait kegiatan PSR Keerom, untuk
selanjutnya mendapat pertimbangan dari
Bank Papua sebagai Bank Pelaksana.

Rapat Koordinasi bersama Balai Kementerian
Sosial mengenai Program Prioritas Tahun
2026.

Badan Pengarah Papua perlu memfasilitasi
koordinasi lintas instansi bersama Pemerintah
Daerah, ATR/BPN, Balai Kementerian Sosial,
dan pemangku kepentingan terkait guna
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mempercepat penyelesaian permasalahan lahan
sehingga pembangunan Sekolah Rakyat dapat
berjalan sesuai rencana.

Pembahasan Lanjutan Permasalahan
Akademik Mahasiswa FK UNCEN.

Mempersiapkan Pertemuan dengan Pihak Uncen

Rapat Tindak Lanjut Penyelesaian Sengketa
Tanah Ulayat PT Pertamina Depot Yapen.

BPP melalui Pokja POLHUKAM memfasilitasi
koordinasi lanjutan antara PT Pertamina,
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen,
ATR/BPN, dan masyarakat adat untuk
melakukan verifikasi dokumen, memperkuat
proses mediasi, serta mendorong penyelesaian
sengketa tanah wulayat secara transparan,
berkeadilan, dan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

10.

Audiensi dan Koordinasi Penyelesaian
Permasalahan Akademik Mahasiswa OAP FK
UNCEN Angkatan 2017-2018.

Menyiapkan Koordinasi dengan Pihak Uncen
secara teknis untuk menyelesaikan
permasalahan

1.

Audiensi Penyampaian Hasil Pembahasan
Permasalahan Mahasiswa FK UNCEN.

Menyiapkan Koordinasi dengan Pihak Uncen
secara teknis untuk menyelesaikan
permasalahan

12.

Partisipasi pada Apresiasi Pemerintah Daerah
Berprestasi Regional Papua Tahun 2026.

Mendorong replikasi praktik-praktik terbaik yang
relevan serta memperkuat koordinasi antara
Badan Pengarah Papua, pemerintah daerah, dan
kementerian/lembaga  untuk  meningkatkan
kualitas tata kelola pemerintahan dan
pelaksanaan Otonomi Khusus Papua.

13.

Pengukuhan dan Pembekalan Kelompok
Kerja Rekrutmen Tahun 2026.

Memperkuat koordinasi antaranggota Pokja baru
serta meningkatkan integritas, profesionalisme,
dan akuntabilitas.

14.

Forum Konsultasi Publik Tahun 2026.

Masukan dari Forum Konsultasi Publik perlu
diakomodasi dalam penyusunan program dan
kebijakan agar lebih responsif terhadap
kebutuhan masyarakat Papua.

15.

Rapat Pembahasan Proposal
Penyelenggaraan Kongres Bahasa Daerah
Tahun 2026.

Menyiapkan Koordinasi dengan Pihak Uncen
secara teknis untuk menyelesaikan
permasalahan

16.

Pertemuan dengan Pihak Bank BNI Wilayah
Jayapura

Menjaga komitmen Kerjasama dalam
menyelesaikan program PSR di Kab. Keerom.

17.

Rapat Koordinasi Persiapan Kongres Bahasa
Daerah bersama Balai Bahasa Provinsi
Papua.

Menyiapkan Skema Panitia Daerah

18.

Rapat Dengar Pendapat Pengusaha Jasa
Konstruksi Orang Asli Papua Wilayah Adat
Tabi dan Saireri.

Memfasilitasi pertemuan lanjutan dengan
kementerian/lembaga dan pemerintah daerah
terkait untuk  memperkuat implementasi
kebijakan  afirmasi, meningkatkan  akses
pengusaha OAP terhadap proyek pembangunan,
serta mendukung pembinaan kapasitas dan
penguatan administrasi usaha sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

19.

Rapat Koordinasi Persiapan Kongres Bahasa
Daerah bersama Balai Bahasa Provinsi
Papua.

Skema Panitia Daerah perlu Legitimasi
PUSBANGLIN BADAN BAHASA
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